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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

 
Indonesia merupakan negara kepulauan terbesar di dunia yang terdiri dari 

 

17.504 pulau, baik yang besar maupun yang kecil. Dengan populasi Hampir 

270.054.853 jiwa pada tahun 2018, Indonesia adalah negara berpenduduk terbesar 

keempat di dunia.Populasi penduduk tersebut tersebar di 35 Provinsi dan setiap 

Provinsi terdiri atas daerah-daerah Kabupaten atau Kota.Berdasarkan sistem 

pemerintahan Indonesia, setiap jenjang Kabupaten atau Kota memiliki Pemerintah 

Daerah. Banyaknya daerah di Indonesia membuat Pemerintah Pusat sulit 

mengkoordinasi pemerintahan yang ada di daerah-daerah, sehingga untuk 

memudahkan pelayanan dan penataan pemerintahan, maka Pemerintah Pusat 

mengubah kebijakan yang tadinya berazas sentralisasi menjadi desentralisasi yang 

tercantum dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah 

Daerah. Wujud dari kebijakan desentralisasi tersebut lahirnya otonomi daerah. 

Pada tahun 2004, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah 

Daerah dianggap tidak sesuai lagi dengan perkembangan keadaan, 

ketatanegaraan, dan tuntutan penyelenggaraan otonomi daerah sehingga 

digantikan dengan Undang- Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah 

Daerah dan kembali mengalamiperubahan kedua yaitu Undang-Undang Nomor 12 

Tahun 2008 tentang PemerintahDaerah. 

Desentralisasi atau otonomi daerah membuat daerah memiliki 

kewenangan yang lebih besar dalam mengatur urusan rumah tangganya.Hal ini 
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menuntut Pemerintah Daerah untuk lebih bijak dalam mengelola sumber-sumber 

pendapatan asli daerahnya sendiri serta mampu mengalokasikannya demi 

mencapai masyarakat yang adil, makmur dan merata berdasarkan Pancasila dan 

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945.Pemerintah 

Daerah dalam menjalankan otonomi daerah dituntut untuk melakukan 

pemberdayaan daerah dalam pengambilan keputusan yang lebih leluasa agar 

mampu mengelola sumber daya yang dimiliki dengan potensi dan kepentingan 

daerah itu sendiri serta pula tidak selalu bergantung pada subsidi dari 

Pusat.Dengan otonomi daerah yang luas, nyata dan bertanggungjawab, setiap 

daerah dituntut untuk dapat menggali sumber-sumber keuangan dari daerahnya. 

Arus desentralisasi yang begitu kuat menghadirkan sebuah warna serta wahana 

baru bagi setiap daerah.Desentralisasi mengajak setiap daerah untuk menciptakan 

Pendapatan Asli Daerah (PAD) miliknya sendiri. PAD ini dapat digali dari 

beberapa sektor, salah satu sektornya adalah sektor pariwisata. Beberapa 

penelitian terdahulu menunjukkan bahwa sektor pariwisata memiliki pengaruh 

yang cukup besar dalam peningkatan PAD, namun belum dikelola secara baik 

oleh pemerintah. Kabupaten Manggarai Barat di Propinsi NTT, misalnya, 

memiliki potensi pariwisata yang sangat besar, dimana terdapat destinasi wisata 

berupa Binatang Purba Komodo, yang sudah sangat dikenal oleh jutaan 

wisatawan, baik dalam maupun luar negeri. Potensi wisata yang besar ini 

nyatanya belum mampu menstabilkan penerimaan atau pendapatan asli 

daerah.Hal ini dikarenakan, pemerintah sebagai pembuat keputusan kurang 

memperhatikan pembangunan pariwisata, manajemen pelayanan serta Sumber 
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Daya Manusia yang ada. Ada cukup banyakpula hotel di sekitaran Pulau Komodo 

yang merupakan milik orang asing atau wisatawan asing (Mustamin Idris, dkk, 

2019: 56- 68). 

Penelitian serupa lainnya (Novi Yanti dan Rizka Hadya, 2018: 370-379) 

menunjukkan bahwa sektor pariwisata merupakan salah satu sektor yang cukup 

besar pengaruhnya dalam peningkatan pendapatan asli daerah Kota Padang.Hasil 

penelitian keduanya menunjukkan bahwa jumlah pengunjung dan retribusi objek 

wisata mengalami peningkatan sedangkan jumlah UKM pariwisata cenderung 

mengalami penurunan sampai tahun 2017. Kontribusi pendapatan objek wisata 

terhadap PAD kota Padang mengalami penurunan dari tahun 2013 sampai tahun 

2015, namun pada tahun 2016 mengalami kenaikan dan stabil pada tahun 2017. 

Hasil analisis korelasi menunjukkan jumlah wisatawan, retribusi objek wisata 

memiliki hubungan yang kuat dan signifikan terhadap peningkatan PAD Kota 

Padang.Sedangkan jumlah UKM tidak memiliki hubungan yang kuat dan 

signifikanterhadajp peningkatan PAD Kota Padang. 

Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) merupakan salah satu provinsi di 

Indonesia yang meliputi bagian timur Kepulauan Nusa Tenggara, dan memiliki 

dua puluh dua (22) Kabupaten/Kota. Provinsi Nusa Tenggara Timur terdiri dari 

kurang lebih 550 pulau, yang beberapa pulau besar diantaranya adalah Pulau 

Flores, Pulau Sumba, Pulau Timor, Pulau Alor, Pulau Lembata, Pulau Rote, Pulau 

Sabu, Pulau Adonara, Pulau Solor, Pulau Komodo, dan Pulau Palue. Provinsi 

Nusa Tenggara Timur (NTT) memiliki banyak potensi pariwisata yang dapat 

mempengaruhi laju peningkatan dan pertumbuhan angka Pendapatan Asli 
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Daerah.Bukti besarnya potensi sektor pariwisata di NTT telah tergambar jelas 

pada data berikut ini.Lebih dari 400 objek daya tarik wisata tersebar di seluruh 

kabupaten/kota di Provinsi Nusa Tenggara Timur. Bahkan beberapa objek wisata 

tersebut cukup viral dan menjadi trending topic akhir-akhir ini, sebut saja Pulau 

Komodo dan Pulau Padar di Kabupaten Manggarai Barat, Air Terjun Tanggedu 

dan Bukit Wairinding di Kabupaten Sumba Timur, serta Danau Weekuri dan 

Pantai Bawana di Kabupaten Sumba Barat Daya dan Danau Tiga Warna Kelimutu 

di Kabupaten Ende. Masing-masing tempat wisata tersebut mempunyai ciri khas 

tersendiri yang tidak dapat ditemui di objek wisata serupa di tempat lain. 

Selaras dengan banyaknya objek wisata yang terdapat di NTT, kunjungan 

wisatawan ke NTT selama beberapa tahun terakhir juga menunjukkan tren 

positif.Selama tahun 2013-2017 jumlah wisatawan terus meningkat, baik 

wisatawan domestik maupun mancanegara.Pada tahun 2013, terdapat 397.543 

wisatawan yang berkunjung ke NTT.Jumlah tersebut konstan mengalami 

kenaikantiap tahun hingga mencapai 616.538 wisatawan pada 2017. Dengan kata 

lain jumlah wisatawan tahun 2017 naik 55% dibanding tahun 2013. Jika dilihat 

dari komposisinya, sebanyak 93.455 wisatawan atau 15,2% dari total wisatawan 

tahun 2017 merupakan wisatawan mancanegara. Jumlah tersebut mengalami 

kenaikan 42,7% dibanding tahun 2016. Tren serupa juga terjadi pada sektor 

akomodasi (perhotelan dan penginapan). Jumlah fasilitas akomodasi berupa hotel 

dan penginapan meningkat cukup signifikan selama 2013-2017. Tahun 2017, 

terdapat 423 fasilitas akomodasi yang tersebar di berbagai wilayah di NTT, 27 

diantaranya berupa hotel berbintang.Jumlah tersebut meningkat 33% dibanding 
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keadaan tahun 2013.Fakta menarik terdapat pada akomodasi jenis hotel 

berbintang. Selama tahun 2017 terdapat penambahan 8 hotel berbintang di NTT, 

atau bertambah 42,1% hanya dalam kurun waktu satu tahun. 

Beberapa sektor penunjang pariwisata yang perlu mendapat perhatian 

khusus adalah sektor akomodasi (hotel dan penginapan), sektor penyediaan 

makanan dan minuman (restoran dan rumah makan), penyediaan souvenir dan 

belanja, sektor transportasi dan sektor hiburan. Lima sektor tersebut merupakan 

sektor yang paling dibutuhkan oleh wisatawan dan paling besar persentasenya 

terhadap pengeluaran wisatawan selama berwisata. Dari sisi sektor Akomodasi, 

besaran Tingkat Penghunian Kamar (TPK) yang masih kurang dari 55% 

mengindikasikan kebutuhan akan kamar dan hotel sudah cukup terpenuhi. Namun 

peningkatan kualitas dan pelayanan perlu terus dilakukan agar wisatawan 

mencapai kepuasan maksimal, sehingga dapat memberi kesan positif terhadap 

calon wisatawan yang akan berkunjung. 

Dari sisi sektor penyediaan makanan dan minuman diperlukan 

peningkatan dalam hal variasi dan kreatifitas masyarakat lokal dalam mengolah 

sumber daya yang ada menjadi makanan khas dengan cita rasa yang tinggi. 

Peningkatan diperlukan pada sektorpenyediaan souvenir dan belanja. Selain itu, 

penyediaan fasilitas-fasilitas pembelian oleh-oleh khas yang lebih terpadu juga 

penting, mengingat wisatawan hampir pasti akan membeli cindera mata khas 

lokal untuk dibawa pulang sebagai oleh-oleh. 

Dari segi transportasi, aksesibilitas wisatawan terhadap tempat-tempat 

wisata perlu perhatian besar.Beberapa objek wisata masih dirasa sulit akses dan 
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kurang perhatian serius. Air Terjun Tanggedu di Sumba Timur misalnya, perlu 

perjalanan kaki kurang lebih satu jam dari tempat parkir melalui medan yang 

cukup berat dengan fasilitas seadanya agar dapat mencapai air terjun. Padahal 

tempat wisata tersebut sangat berpotensi untuk menjadi objek wisata andalan 

NTT. Selain itu, beberapa objek wisata masih minim fasilitas pendukung, seperti 

pedagang penyediamakan minum, tempat istirahat sementara, dan tempat ibadah. 

Sektor hiburan juga perlu dilakukan optimalisasi lebih mengingat masih 

minimnya objek-objek wisata yang menyuguhkan atraksi kebudayaan.Kalaupun 

ada, tidak disediakan jadwal yang jelas dan rutin, sehingga wisatawan tidak dapat 

menikmatinya secara maksimal.Optimalisasi terhadap sektor-sektor tersebut 

berpotensi untuk meningkatkan daya tarik pariwisata NTT sehingga berdampak 

positif terhadap kunjungan wisatawan. Kenyataan-kenyataan inilah yang menarik 

minat peneliti untuk meneliti lebih lanjut perihal relasi bidang pariwisata dan 

pendapatan asli daerah dari sektor pajak pariwisata di bawah judul: Faktor- Faktor 

Yang Mempengaruhi Pendapatan Asli Daerah Dari Sektor Pariwisata Di Provinsi 

Nusa Tenggara Timur. 

 

 
B. Batasan Masalah 

 

Objek yang diteliti adalah data dari bulan Januari sampai bulan Desember 

Tahun 2017, bulan Januari sampai bulan Desember Tahun 2018, bulan Januari 

sampai Desember Tahun 2019, dan bulan Januari sampai bulan Desember Tahun 

2020 APBD seluruh kabupaten/kota di Provinsi Nusa Tenggara Timur, seperti 

Pada table berikut 
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Pendapatan Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Retribusi dan PAD 

NTT dari bulan Januari sampai bulan Desember Tahun 2017, bulan Januari 

sampai bulan Desember Taun 2018 dan bulan Januari sampai 

Desember Tahun 2019, dan bulan Januari sampai 2020,berdasrkan APBD 
 

No. Bulan 

Tahun 

Pajak Hotel 

X1 

Pajak Retoran 

X2 

Pajak Hiburan 

X3 

Retribusi 

X4 

PAD NTT 

Y 

1 Januari, 2017 22,71 20,65 9,15 8,76 61,27 

2 Pebruari 24,55 20,91 9,82 8,55 63,83 

3 Maret 27,86 21,14 9,09 8,23 66,32 

4 April 28,34 21,81 9,63 8,61 68,39 

5 Mei 29,93 21,72 10,23 9,34 71,22 

6 Juni 30,16 21,93 10,54 9,43 72,06 

7 Juli 31,56 22,21 10,38 9,52 73,67 

8 Agustus 32,66 22,63 10,81 9,85 75,95 

9 September 33,23 22,95 10,64 9,16 75,98 

10 Oktober 33,62 23,52 10,16 9,63 76,93 

11 Nopember 34,84 23,85 10,71 9,73 75,98 

12 Desember 35,84 24,53 11,16 9,98 76,93 

13 Januari, 2018 31,73 24,52 10,13 9,63 81,51 

14 Pebruari 31,55 24,82 10,62 9,72 76,71 

15 Maret 31,32 25,82 9,26 9,17 76,01 

16 April 32,73 25,25 11,64 9,92 76,71 

17 Mei 32,66 25,57 10,52 9,39 75,57 

18 Juni 33,45 25,65 11,63 10,17 79,54 

19 Juli 33,24 26,76 9,93 10,63 78,14 

20 Agustus 33,36 26,57 9,76 10,46 80,9 

21 September 33,52 26,23 11,81 10,68 80,56 

22 Oktober 34,62 26,57 11,52 11,14 80,15 

23 Nopember 34,95 26,91 11,35 10,71 82,24 

24 Desember 35,13 27,15 12,43 11,95 83,85 

25 Januari, 2019 32,33 26,36 12,67 11,84 86,66 

26 Pebruari 29,56 22,35 11,54 11,63 75,08 

27 Maret 35,75 25,36 12,27 10,36 83,2 

28 April 33,52 24,18 9,56 10,21 75,08 

29 Mei 32,46 23,26 9,63 9,86 83,74 

30 Juni 35,87 22,67 8,25 9,63 77,47 

31 Juli 34,65 21,49 8,14 8,32 75,21 

32 Agustus 32,75 21,27 8,57 8,57 76,42 

33 September 31,63 20,65 8,64 7,75 72,6 

34 Oktober 32,26 20,46 9,65 7,38 71,16 

35 Nopember 31,82 19,53 9,35 7,4 68,67 

36 Desember 30,19 18,18 8,56 6,69 69,75 

37 Januari, 2020 19,15 12,53 8,15 6,92 63,62 

38 Pebruari 16,26 11,84 8,28 6,28 42,66 

39 Maret 25,25 11,98 8,37 5,32 46,75 

40 April 23,21 12,36 7,56 5,35 42,66 

41 Mei 22,54 12,94 7,56 5,36 50,92 

42 Juni 23,16 10,27 7,17 4,86 48,48 

43 Juli 22,85 11,45 6,26 4,83 48,4 

44 Agustus 21,38 12,15 6,85 5,27 45,46 

45 September 20,25 12,52 7,29 5,36 45,39 

46 Oktober 20,22 13,84 7,38 5,89 45,65 

47 Nopember 19,28 13,41 7,73 5,15 45,42 

48 Desember 20,56 11,28 6,78 5,53 47,33 



8  

 

 

C. Rumusan   Masalah 

 

Berdasarkan latar belakang tersebut di atas, maka permasalahan yang akan 

ditelitidalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1) Apakah pajak hotel berpengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah di 

Provinsi Nusa Tenggara Timur? 

2) Apakah pajak restoran berpengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah di 

Provinsi Nusa Tenggara Timur? 

3) Apakah pajak hiburan berpengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah di 

provinsi Nusa Tenggara Timur? 

4) Apakah retribusi berpengaruh terhadap Pendapatn Asli Daerah di provinsi 

Nusa Tenggara Timur? 

5) Apakah pajak hotel, pajak retoran, pajak hiburan, dan retribusi secara 

bersama-sama berpengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah di Provinsi 

Nusa Tenggara Timur? 

 
 

D. Tujuan Penelitian 

 

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dikemukakan sebelumnya, maka 

tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1) Untuk mengetahui pajak hotel berpengaruh terhadap Pendapatan Asli 

Daerah di Provinsi Nusa Tenggara Timur. 

2) Untuk mengetahui pajak restoran berpengaruh terhadap Pendapatan Asli 

Daerah di Provinsi Nusa Tenggara Timur. 

3) Untuk mengetahui pajak hiburan berpengaruh terhadap Pendapatan Asli 
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Daerah di provinsi Nusa Tenggara Timur. 

 

4) Untuk mengetahui retribusi berpengaruh terhadap Pendapatn Asli Daerah 

di provinsi Nusa Tenggara Timur. 

5) Untuk mengetahui pajak hotel, pajak retoran, pajak hiburan, dan retribusi 

secara bersama-sama berpengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah di 

Provinsi Nusa Tenggara Timur. 

 
 

E. Manfaat Penelitian 

 

Manfaat- manfaat yang dapat diperoleh dari penelitian ini yakni: 

 

1) Manfaat Teoritis: Penelitian ini diharapkan berguna dalam mengembangkan 

ilmu akuntansi sektor public sub bidang pajak dibidang pajak daerah. 

2) Manfaat Praktis: untuk mengenmbangkan penerimaan asli daerah dari 

sektor pariwisata 

 
 

F. Sistematika Penulisan 

Bab 1 Pendahuluan 

Bab ini terdiri dari latar belakang, batasan masalah, rumusan masalah, 

tujuan penelitian, manfaat penelitian serta sistematika penulisan yang 

merupakan ulasan singkat mengenai apa yang ingin dipaparkan dalam 

penelitian ini. 

Bab II Landasan Teori 

 

Bab ini terdiri dari landasan teori yang dipakai dalam penelitian ini yaitu 

defenisi dan masing-masing indikator yang akan berhubungan dengan 
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penelitian yang terdiri dari teori agensi, kebijakan deviden, kepemilikan 

institusional, kepemilikan individual, perubahan peraturan perpajakan dan 

ukuran perusahaan. Teori-teori tersebut dianggap relevan dan dapat 

dijadikan acuan dalam menjelaskan penelitian, kerangka pemikiran, dan 

pengembangan hipotesis. 

Bab III Metode Penelitian 

 

Bab ini mencakup uraian tentang jenis penelitian, lokasi dan waktu 

penelitian, populasi dan sampel, jenis data, metode pengumpulan data, 

defenisi konseptual dan operasional variabel, uji asumsi klasik penelitian 

dan teknis analisis data yang digunakan dalam penelitian ini. 

Bab IV Analisis Data dan Pembahasan 

 

Bab ini berisi teGntang gambran umum sampel penelitian dan analisis 

terhadap pengelolaan data yang telah dilakukan pada bab sebelumnya yang 

terdiri dari deskriptif data statistik, interprestasi hasil penelitian ini akan 

memberikan jawaban atas permasalahan dan penelitan ini apakah sesuai 

dengan hipotesis awal atau tidak, serta pembahasan hasil penelitian. Bab ini 

juga berisi hasil analisa dari setiap data yang disajikan yang diperoleh 

setelah melakukan penelitian. 

Bab V Kesimpulan dan Saran 

 

Bab ini merupakan kesimpulan dari semua analisis dan pembahasan yang 

telah dikemukakan pada bab-bab sebelumnya, keterbatasan penelitian serta 

saran yang dapat dipertimbangkan dalam penelitan selanjutnya. 

 


